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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah saya analisa mengenai peran

POLRI dalam memberantas peredaran minuman keras illegal khususnya di

wilayah hukum Polres Sleman Y ogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan

sebagal berikut:

1.

2.

Peran Polres sebagai lembaga penegak hukum dalam memberantas
peredaran minuman keras illegal di wilayah Kabupaten Sleman
Y ogyakarta dapat dilihat dari kinerja seluruh jgjaran di Polres Sleman
Y ogyakarta yang secara aktif baik terbuka maupun tertutup, melakukan
kerjasama dengan masyarakat dalam mengontrol peredaran minuman
keras illegal. Dalam ha ini Polres mempunyai dua langkah untuk
menanggulangi peredaran minuman kerasillegal yang sangat meresahkan
masyarakat ini, yaitu dengan Upaya Non Pena dan Upaya Penal. Untuk
menanggulangi peredaran minuman keras illegal ini Polres Sleman lebih
memaksimalkan pada upaya Non Pena vyaitu tindakan preventif
(pencegahan) yang dinilai lebih efektif daripada upaya Pena yaitu
represif (penindakan).

Adapun kendala yang dihadapi Polres Sleman Yogyakarta dalam
usahanya memberantas peredaran minuman keras illegal, yaitu antara

lain:
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a.  Kenddalntern.

Y aitu kendala yang berasal dari tubuh Polresitu sendiri, seperti:

1. Keterbatasan jumlah personil yang tidak seimbang dengan

masyarakat.

Kurangnya koordinasi antar anggota di lapangan pada saat akan
mengadakan razia atau operasi-operas minuman keras.
Kurangnya sarana dan prasarana operasional yang dibutuhkan
dalam proses penanggulangan peredaran minuman kerasillegal.
Adanya oknum yang membocorkan informas apabila akan
diadakannya operasi atau razia minuman keras dan menjadi

“backing”.

b. KendaaEkstern

Yaitu kendala yang berasal dari luar tubuh Polres Sleman

Y ogyakarta. Antaralain:

1

2.

Modus operandi yang dilakukan para pelaku mengalami
peningkatan.

Adanya kerjasama dari para pelaku dengan cara bertukar
informasi saat akan diadakan razia oleh aparat kepolisian.
Adanya diskriminasi yang terjadi dalam penjualan minuman
keras di tempat-tempat tertentu, seperti hotel berbintang.
Kurangnya pemahaman masyarakat dalam ha pengurusan

SIUP-MB.
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5. Kurang adanya keberanian dari masyarakat untuk melaporkan
adanya penjualan minuman keras illegal di wilayahnya kepada
aparat kepolisian.

6. Peraturan-peraturan serta sanksi-sanksi yang ada tidak mengatur
secara tegas mengena tindak pidana minuman keras karena
hanya melarang peredaran minuman keras secara illegal atau
tidak memiliki surat izin perdagangan minuman keras, sehingga

tidak memberikan efek jeraterhadap para pel aku.

B. Saran
Penanggulangan terhadap peredaran minuman keras ini tidak hanya
merupakan tugas dari POLRI sga, akan tetapi merupakan tugas dan
tanggungjawab kita bersama. Dalam bagian akhir penulisan hukum ini,
penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Polres Sleman Y ogyakarta harus lebih melakukan pembenahan di dalam
jajarannya sehingga dapat lebih profesional dan tidak ada lagi alasan
masalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana, serta keterbatasan
jumlah personil. Pada intinya kendala-kendala intern tersebut harus
segera diatasi supaya tidak menghambat kinerja anggota Polres Sleman
Y ogyakartaitu sendiri.

2. Anggota Sat Reskrim Polres Sleman Yogyakarta harus lebih giat
mengadakan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat mengenal

minuman keras, akan bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkannya.
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3. Tindakan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras secara
illegal harus lebih ditingkatkan lagi dan dilakukan secararutin.

4. Dukungan serta kerjasama dari organisas kemasyarakatan terutama
organisasi kepemudaan sangat diharapkan untuk dapat terlibat membantu
dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras

yang dilakukan secaraillegal.
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